
Z

I. Nama
NIP
Jabatan

2. Nama
NIP
Jabatan

PERJANJIAN KERJ

AIITARA

PROGRAM STT]DI PENDIDIKAN
JURUSAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU
UNIVERSITAS NEGERI P

DENGAN

PROGRAM STUDI PENDIIDKAN
JURUS$I SEJARAH

T.AKULTAS ILMU SOSIAL
UNTVERSITAS NEGERI

TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENELITIAN DAN PU

Nomor: 2-5./ur-t 35 .6/ p? I zozt

S.t .t g iuN32. / /O* lzozr

ILMIAH

DIKAN
VERSITAS

SEJARAH
NEGERI

Pada hari 16 SHasftmggalo5 6uhndANrrrrihhunlgil, yang

: Dr. Rusdi, M.Hum
: 196403151992}3rc02
: Ketua Jurusan Sejaratr

Bertindak selaku dan atas nama PROGRAM
JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU
PADANG (FIS t_INp) untuk selanjutnya disebut,"Uug"i, PERTAMA.

: Dr. Ari Sapto, M.Hum
: 19621204198701 t00t
: Ketua Jurusan Sejaratr

Bertindak selaku dan atas nama ruRUSAN PEND
NEGERI MALANG untuk selanjurrya disebut sebagai :

ARAH UNIVERSITAS

di bawah ini :



Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I
Ketentuan Umuml. Pedar{ian ini bersifat mengikar kedua belah pihak

kerjasama yang dimaksud.
Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban
yang dilakukan.

Pasal2
Tujuan

l. Tujuan umum kerjasama ini adalah untuk n
ilmiah dalam rangka menunjang kemajuan pendidikan

2. Tujuan khusus kerjasama ini adalah :

a. Melaksanakan kegiatan Kampus Merdeka.
b. Meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa.

Meningkatkan mutu dan inovasi dalam penelitian
Meningkatkan kolaborasi dalam penelitian dan pu

pasal 3
I)asar I{ukum

Dasar hukum kerjasama ini adalah :

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Undang-UndangNo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentangpendidikan
Peraturan Presiden No. g Tahun 2012 tentatgKerangka
Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 16 fahun
Akademik dan Kompetensi Guru.
Peraturan Menteri pendidikan dan
Nasional Pendidikan Tinggi.
Surat Edaran Menteri pendidikan dan
Kebijakan Merdeka Belajar

Pasal 4

c.

d.

l.
2.

3.

4.

5.

7.

l. Peningkatan kemampuan, rrrr";:;;: l#lll*rrr,
agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
kernajuan pendidikan tinggi dan pembangunan nasional.
Pengembangan institusi agar kedua belah pihak dapat
masing-masing sesuai dengan tanggungiawab d* n rrgrirr.

sama dalam berbagai hal

dasar untuk melakukan

pihak atas kerjasanra

penelitian, dan publikasi
pernbangunan nasional.

Nasional.

i Nasional Indonesia.
Standar Kualifikasi

Kebudayaan No. 2020 tettary Standar

Kebudayaan I Talrun 202A tentang

dosen dan mahasiswa
i untuk menunjang

publ

tugas kelembagarm



3. Pengembangan kemampuan mahasiswa sebagai calon
fugas secara profesional dan bermartabat, serta
tantangan global sesuai dengan perkembangan
ditetapkan pemerintah.
Peningkatan kapasitas dosen dan mendapatkan
melalui program kolaborasi dalam penelitian dan p

pesal 5
Pelaksanaen dan pembiayee

Kerjasama diselenggarakan dalam bentuk :
a. Kolaborasi penelitian (penelitian Bersama)
b' Kolaborasi penulisan Artikel Ilmiah dan Fubrikasi

3.

2.

t.

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksaniun

Petunjuk pelaksanaan kerja sama ini akan ditetapkan
kegiatan kerja sama yang dilaksanakan

tanggungiawab pIHAK PERTAMA dan/atau pIHAIi

Pasal 6
Kewajiban dan Hak Kedua Belah

Kedua belatr pihak berkewajiban mengikuti dan mentar
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam pela
Kedua belah pihak berhak mendapatkan manfaat atas
penuh oleh masing-masing pihak terkait kegiatan kerja

Pasal 7

Jangke Waktu
Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 Qima)ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan
kesepakatan dan persetujuan keduab"iut pit rt y*g

1.

mampu menjalankan
segala peluang dan

standar profesi yang telah

lainnya yang kompleks

kerja sama ini menjadi

ketentuan dan peraturan
kegiatan kerja sama.

ini berupa dt*ungan
dilaksanakan.

terhitung sejak naskatr ini
maupun dialdriri atas

berdasarkan jenis



PIHAK PER

t. Kerjasama ini d,aksanakan secara kelembagaan dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga.*ilg,

2. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam
mempunyai kekuatan hikum yang sama

3' Hal-har yang dianggap perru dan belum diatur dalam
kemudian atas dasr musyawarah dan mufakat anat kedua
kesatuan yang tidak dapat dipisatrkan dengan kegiatan kerj

Demikianlah naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan di
serta dibubuhi materai sehingga memiliki kekuatan hokum

Mengetahui,

DEKAN FIS

.Pd, M.Hum

Pasal 8
Penutup

-Dn
NIP

serta mengindahkan

) asli, dan masing-masing

sama ini akan ditetapkan
serta merupakan suafu

i oleh kedua belah pihak
mengikat.
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